
WALIKOTA PONTIANAK 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 
NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PONTIANAK, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dalam 
rangka menjamin kesejahteraan, keadilan dan 
meningkatkan kinerja; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 92 
Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pontianak; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah 
Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang 
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4287 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049; 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015  ten tang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 1 2 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5258); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentan Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 



Menetapkan 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

14 .  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 1  
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

15 .  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

17 .  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 
2019 ten tang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

18.  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);  

19 .  Peraturan Walikota Nomor 31  Tahun 2018  tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018  
Nomor 31 ) ;  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2019 Tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 
92) diubah sebagai berikut: 



1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

( 1 )  TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf e, dapat diberikan kepada Inspektorat Kota 
Pontianak. 

(2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1)  diberikan kepada Inspektorat Kota Pontianak dan 
dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari Basic TPP. 

2 .  Ketentuan ayat (1 )  Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27 

( 1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan W alikota ini, PNS 
dapat diberikan Penghasilan Lainnya berupa honorarium dan Insentif 
Pajak dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atau 
Keputusan Walikota. 

(2) Terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah 
Kota Pontianak dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pontianak 
diberikan Remunerasi atas Jasa Layanan Badan Layanan Umum 
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) TPP tidak diberikan kepada: 
a. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; 
b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; 
c. PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/ lembaga 

Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah daerah; dan 
d. PNS yang diberikan cuti diluar Tanggungan Negara atau dalam 

bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. 

3 . Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30 

Dengan berlakunya Peraturan W alikota ini, maka: 

a. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 20 18 tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 1 ) ;  

b. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 30 ) ; 

c. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 33); 
dan 



d. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018  tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 54), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 2 enari 2020 

WALIKOTA PONTIANAK, 
,,,..,- 

TONO 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 2 anari 2 € °  

SEKRETARIS DAERAH A PONTIANAK, 

I 
MULYADI 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 22€ NOMOR 3 


